Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Amlapura (Bali Post)-
Badan Pengawas Keuan

 Investigasi ke Karangasem

an dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali turun lamben, Kecamatan Kubu.

ke Karangasem. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti permintaan Kejari Selama kurun waktu 2011-
Amlapura. Dari hasil investigasi BPKP, baru kemudian disimpulkan apakah 2017, diduga terjadi tindak
'ada indikasi kerugian negara atau tidak pada kasus dugaan pungutan liar di  pidana korupsi. Ini menjadi

beberapa objek wisata. salah satu bentuk penyebab

Kepala Kejari Amlapura
I Nyoman Sucitrawan me-
nyampaikan, BPKP sejauh
elakukan inves-
ama sebulan untuk
I ‘ab progress penan-
ganan kasus, saat ditemui di
kantornya, belum lama ini.
Agar datanya lebih kompre-
hensif dapat di roleh, Kejak-
saan menugas
melakukan investigasi. Kar-
ena itu, pihak BPKP sudah
mendatangi sejumlah objek
wisata termasuk induk insti-
tusinya, Dinas Pariwisata.
~ “Pada kasus dugaan pung-
li di objek wisata itu ada
indikasi kerugian negara.

hui karena masih”ﬂ\ enunggu
hasil investigasi BPKP,” kata
Sucitrawan. N

Dari sepuluh objek wisata

yang dicurigai ada praktik-

praktik pungli, Sucitrawan

menegaskani BPKP yang

|

' Tim BPKP

 akan memberikan penilaian,

objek mana yang menimbul-

kan dampak kerugian negaiija‘

pe g:esa_r- :

Setelah hasil audit BPKP
keluar, baru kasusnya akan
difokuskan ke dua atau tiga
objek wisata dari sepuluh ob-
jek wisata yang dicurigai ada
praktek pungli. “Kapan hasil
auditnya keluar, kami tak

bisa pastikan. Ttu merupakan

kewenangan sepenuhnya
dari BPKP. Tetapi, apapun
yang dibutuhkan dalam pros-
es investigasi, sudah kami
penuhi,” tegasnya.
‘Sucitrawan menyampai-

kan, penanganan dugaan
Tetapi masih belum diketa-

ungli 10 objek wisata ini,

‘belajar dari kasus pungli di

Tulamben. Sebab, dicurigai

ada 10 objek wisata lain- : ;
~dikasi kerugian negara. Tetapi masih belum diketahui

nya yang melakukan praktik

‘serupa. Berawal dari kasus

ini, malah Kejari Amlapura
sudah .mel’a’kttkan ‘penyelidi-.

2% e o

kan lanjutan terhadap objek
wisata lainnya. Pihaknya
sudgh merampungkan proses
penyelidikan. Sehingga saat
ini tinggal menunggu hasil

- audit BPKP terhadap dugaan

kerugian negara akibat prak-
tek korupsi. Sudah dari tahun

2011 sampai 2017 kasus dug-

aan korupsi itu terjadi. “Hasil
pemeriksaan ini, ada yang
tidak balance antara tiket dan
pemasukan,” katanya,

Ada Tak Beres

Kejari Amlapura mencium
ada yang tidak beres, setelah
melakukan pengembangan
terhadap kasus OTT (Operasi

Tangkap ‘Tangan) pelaku

‘kebocoran pendapatan di

sektor pariwisata. Upaya
pengembangan penanganan
kasus setelah dalam per-
sidangan, terungkap kasus

T di Tulamben terjadi kar-
ena minimnya pengawasan
OPD terkait. g ¥F
_ Pelakunya adalah I Nen-
gah Subrata alias Panyong
(40) divonis satu tahun dua
bulan, tetapi dia masih bisa
leluasa “bermain” dalam tiket,
Hal itu bisa dilakukan karena

 tidak ada kontrol,

“Kalau tidak ada kontrol,
jadinya Pbetugas pungutnya
‘mau ambil tiket berapa pun
tidak jadi masalah. Kami meli-
hat justru disitu masalahnya,”
kata Sucitrawan. (kmb31)

”Pada kasus dugaan pungli di objek wiSata ada in-

karena masih menunggu hasil investi_gasi-BPKP.’-’
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